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KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirahiim.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT.
Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku
hasil penelitian ini dengan judul Kesehatan Bank di
Indonesia dalam Pembangunanan Hukum Ekonomi

Nasional.

Kesehatan Bank yang merupakan cerminan kondisi dan
kinerja Bank sebagai sarana bagi otoritas pengawas dalam
menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank.
Selain itu, kesehatan Bank juga menjadi kepentingan semua
pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan

masyarakat pengguna jasa Bank.

Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat
yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap
bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap
memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat

padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian
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uangnya dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapy;
diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuaj

dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.

Penulis menyadari buku ini masih jauh darj
kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang

membangun sangat kami perlukan. Semoga buku hasil

penelitian ini membawa manfaat bagi pembacanya.

Serang, April 2022

Penulis
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BAB 1

SEJARAH BANK INDONESIA

Bank Indonesia sebagai bank sentral didirikan pada
tanggal 1 Juli 1953 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1953 Tentang Pokok Bank Indonesia. Sebelumnya,
setelah Indonesia merdeka, dengan Undang-Undang Nomor 2
Prp. Tahun 1946 didirikan sebuah bank sentral (bank sirkulasi)
dengan nama Bank Negara Indonesia. Kelahiran Bank
Indonesia merupakan hasil proses nasionalisasi De Javasche
Bank NV — sebuah bank Belanda yang pada masa kolonial
diberi tugas oleh pemerintahan Belanda sebagai bank sirkulasi
Hindia Belanda — dan kemudian berdasarkan keputusan
Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 ditunjuk lagi

sebagai bank sentral.!

! M. Dawam Rahardjo, Bank Indonesia : Dalam Kilasan Sejarah Bangsa,

LP3ES, Jakarta, 1995, Him. 1.

1
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Penyerahan fungsi bank sirkulasi kepada De Javasche
Bank NV ini adalah Karena Indonesia masih berutang kepada
Belanda.Untuk lebih menjamin pembayaran utang itu, Belanda
ingin tetap ikut campur tangan dalam urusan keuangan
pemerintah Indonesia melalui kehadiran De Javasche Bank Ny
vang masih menjadi milik Belanda itu.Keputusan Konferens
Meja Bundar ini akhimya merupakan “duri dalam daging” bagi
pemerintah Indonesia. Sekalipun bangsa kita telah meraih
kemerdekaan politik, namun dengan kasus De Javasche Bank
NV itu, di bidang ekonomi dan moneter masih terasa belum
sepenuhnya bebas, antara lain karena bank sirkulasi itu masih
merupakan milik Belanda. Apalagi bank dimaksud sangat
tergantung pada pemerintah Belanda. Dengan begitu, ia dapat
menjadi alat campur tangan pemerintah Belanda dalam
perckonomian Indonesia. Itulah antara lain yang kemudian
mendorong  pemerintah  Indonesia untuk  melakukan
nasionalisasi De Javasche Bank NV dengan segera. Pada waktu
itu nasionalisasi memang sudah merupakan kecenderungan
umum kebijakan pemerintah Indonesia.>

Nasionalisasi De Javasche Bank NV disahkan melalui

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tanggal 15 Desember

2 Ibid, Him. 70-71.

1951.Sedangkan pembentukan Bank Indonesia selaku bank
sentral (sirkulasi) sebagar pengganti De Javasche Bank NV dan
Bank Negara Indonesia baru dilakukan pada tanggal 1 Jub
1953 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953
Tentang Pokok Bank Indonesia.

Sekitar tahun 1965, terjadi perubahan kebrjakan
perbankan yang drastis dan menycluruh, sesuai dengan
kebijakan
pengembangan
Dilaksanakanlah kebijakanm “Bank Berjuang”, dimana seluruh
bank terutama bank-bank pemerintah harus menjadi alat

pemerintah pusat tentang penyusunan dan

ekonomi terpimpin pada waktu itu.

pemerintah untuk mencapai tujuannya, dan terhadap mercka
dilakukan pengawasan serta manajemen secara langsung. Untuk
itu seluruh bank negara termasuk bank sentral, yaitu Bank
Indonesia, dileburkan menjadi Bank Tunggal bemama Bank
Negara Indonesia (BNI) dengan beberapa unit yang merupakan
spesialisasi kegiatan mereka masing-masing.Ini merupakan
sistem “Bank Tunggal”. Dengan pengintegrasian ini, maka
Bank Indonesia diubah mnejadi BNI Unit I, Bank Koperasi
Tani dan Nelayan diubah menjadi BNI Unit [I, Bank Negara
Indonesia 1946 menjadi BN1 Unit 1lI, Bank Umum Negara
menjadi BNI Unit [V, dan Bank Tabungan Negara yang
sebelumnya berbana Bank Tabungan Pos menjadi BNI Unit V.
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i samping itu masih ada Bank Dagang Negara dan Bank
;»mbangunan Industri yang semula pada waktu didirikanny,
smama Bank Industri Negara. Seluruh pengintegrasian inj

datur dengan penetapan Presiden Nomor 8, 9, 10, 11, 13 dan
7 Tahun 1965.2

Orde Baru, mengadakan penilaian kembali semua
aandasan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan.
Jalam hubungan ini, Pasal 55 Ketetapan MPRS Nomor
XXIIUMPRS/1966 menyatakan bahwa dalam rangka
pengamanan keuangan negara pada umumnya dan pengawasan
serta penyehatan tata perbankan pada khususnya, maka segera
harus ditetapkan Undang-Undang Pokok Perbankan dan
Undang-Undang Bank Sentral. Ini berarti pengintegrasian
bank-bank milik negara ke dalam Bank Negara Indonesia perlu
ditinjau kembali dan disesuaikan. Sesuai dengan bunyi
penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, maka bank
sentral Indonesia diberi nama “Bank Indonesia”. Oleh karena
itu, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang
Bank Sentral, maka segala hak dan kewajiban kekayaan dan
perlengkapan Bank Negara Indonesia Unit I beralih menjadi
hak dan kewajiban dan perlengkapan dari Bank Indonesia.

’ Faried Wijaya M, Perkreditan & Bank dan L
F baga-Lembaga
Keuangan Kita, BPFE, Yogyakarta, 1991, Hlm. 18. embaga-Lembag

Demikian pula pada saat yang bersamaan, unit-unit lainnya
yang tergabung dalam Bank Negara Indonesia dialihkan
kepada bank-bank negara lain yang dibentuk dengan undang-

undang tersendiri.*

Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral berkedudukan sebagai
lembaga negara yang bertugas membantu Presiden
melaksanakan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh
Pemerintah. Status dan peranan Bank Indonesia yang
demikian, sudah tidak lagi sesuai lagi untuk menghadapi
tuntutan perkembangan dan dinamika perekonomian nasional
dan internasional baik dewasa ini maupun di masa yang akan
datang. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998
mengamanatkan antara lain Bank Indonesia sebagai otoritas
moneter diharuskan membangun sistem kelembagaan yang
kuat dan independen dalam mengelola dan mendayagunakan
devisa. Dalam rangka pengelolaan keuangan nasional yang
sehat, Bank Indonesia sebagai bank sentral harus mandin,
bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya, serta
kinerjanya dapat

diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut akhimya

4

Rachmadi Usman, Lo-Cit, Hlm. 27.

5
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BAB 2

STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM BANK
INDONESIA

Pasal 23 D UUD 1945 Amandemen ke IV menyatakan
bahwa :

“Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan,
kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan
independensinya diatur dengan undang-undang”.

Kedudukan dan fungsi Bank Indonesia dicantumkan
dalam penjelasan Pasal 23 D Undang-Undang Dasar 1945 yang

menyatakan :

“Juga tentang hal macam dan harga mata uang
ditetapkan dengan undang-undang.Ini penting karena
kedudukan uwang itu besar pengaruhnya atas
masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan
pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk
memudahkan pertukaran jual beli dalam masyarakat.
Berhubungan dengan itu, perlu ada macam dan rupa
uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur

7
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harga untuk dasar menctapkan harga masing-masin,
barang vang dipertukarkan. Barang yang menjad,
pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangay
naik turun karena keadaan vang yang tidak teratur. Oleh
karena itu, keadaan uang itu harus ditetapkan dengan
undang-undang. Berhubungan dengan itu, kedudukan
Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur
peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang.
undang”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 23 D Undang-Undang
Dasar 1945 terscbut, jelaslah bahwa di Indonesia hanya ada
satu bank sentral yang disebut Bank Indonesia. Bank Indonesia
i mempunyai kedudukan yang khusus dan itu diatur dalam
penjelasan Pasal 23 D Undang-Undang Dasar 1945 tersebut,
vakni sebagai satu-satunya lembaga yang diberi hak monopoli
oleh negara, dimana Bank Indonesia, berwenang untuk
menerbitkan, mengeluarkan, dan mengatur peredaran macam
dan harga mata uang. Untuk menjamin hal tersebut, maka

kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai bank sentral
(sirkulasi) harus ditetapkan dengan undang-undang. '

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang BI telah menetapkan
status dan kedudukan hukum Bank Indonesia yaitu sebagai
Bank Sentral Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan

' Ibid, Him_ 2%,

Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyw
wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dan
suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebrakan
moneter, mengatur dan menjaga kelancaran  sistem
pembayaran, mengatur dan mengawas: perbankan, serta
menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort Bank
sentral dimaksud mempunyai tujuan mencapar dan memelihara
kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegratan
intermediasi seperti dilakukan olch Bank pada umunya.
Walaupun demikian, dalam rangka mendukung tugas-tugasnya
Bank Sentral dapat melakukan aktifitas perbankan yang
dianggap perlu (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

BI).

Bank Indonesia, untuk menjalankan tugas dan
wewenangnya secara efektif, maka dinyatakan bahwa Bank
Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dan campur
tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal
yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang®. Jacdi, Bank
Indonesia merupakan lembaga negara independen di bidang

tugasnya, berada diluar pemernintah dan lembaga negara lan.

2 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Bl
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Independensi ini membawa konsekuensi logis bahwa Ban
Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur, membuat
atau menerbitkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam

batas kewenangannya.

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan
memelihara kestabilan rupiah.Karena kestabilan nilai rupiah
sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.’
Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan rupiah,
Bank Indonesia melaksankana kebijakan moneter secara
berkelanjutan,  konsisten, transparan, dan harus
mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang

perekonomian.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang BI menyatakan bahwa, Bank
Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

3. Mengatur dan mengawasi Bank.

*  Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang BI
*  Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang BI

10

BAB 3
BANK DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA

Pengertian perbankan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-
UndangNomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7Tahun 1992 Tentang Perbankan
dirumuskan sebagai berikut:

“Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,

mencakupkelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan
proses dalammelaksanakan kegiatan usahanya.”

Berdasarkan  pengertian sistem

tersebut, maka
perbankan adalah suatusi stem yang menyangkut tentang bank,
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses
dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.
Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan

pembangunan  nasional

dalam rangka meningkatkan
pemerataan, pertumbuhanekonomi, dan stabilitas nasional

kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

11
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Menurut Abdulrahman', perbankan (Banking) py,
umumnya adalah kegiatan-kegiatan dalam menjual-belik,,
mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dap,
diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahky,
penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan ay
pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanp
barang-barang tanggungan, pengunaan uang yang ditempatkay,
atau diserahkan untuk disimpan. Sedangkan pengertian ban}
menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbanka
dirumuskan sebagai berikut:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepad:
masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak.”

Kamus Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI}
mendefinisikan bank sebagai lembaga keuangan yang pokok
usahanya memberikan kredit dan jasa dalam lalulintas

pembayaran dan peredaran uang. Dari pengertian tersebut,
jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai “financial intermediary”
dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dans

masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu

' Sembiring, Sentosa, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, Hlm. |

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen idi dan
Kebudayaan, 1988, Hlm. 78, P Sendiies

12

lintas pembayaran.

Dua fungsi tersebut selalu tidak dapat dipisahkan.
Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan
yang yang
dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank

sebesar-besarnya dari  usaha

keuntungan
mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai
uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan
kerja. Dengan sendirinya, Bank Indonesia tidak termasuk
dalam pengertian “Bank”, sebab bukan sebuah badan usaha
yang berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besarnya kendati melakukan kegiatan usaha yang bersifat
komersial pula.’Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi
badan usaha adalah dimaksudkan agar para pelaku bank lebih
profesional dalam mengelola dana dari dan ke masyarakat.*

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang paling
penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat.
Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai
salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberi
kredit, dan jasa-jasa keuangan lainnya.Pemberian kredit itu
dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana

Rachmadi Usman, Op-Cit, Him. 59.
Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan
Yuridis, Djambatan, Jakarta, 1995, Hlm 2.

4

13
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BAB 4
JENIS BANK DAN KEGIATAN USAHA BANK

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perbankan, ban

menurut jenisnya dibagi dua yaitu' :

1. Bank Umum

Bank umum dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang
perbankan didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan
Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya mernberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Pasal 5 ayat (2)
undang-undang perbankan, bank umum dimungkinkan untuk
memberi perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu®.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan : “Menurut jenisnya, bank
terdiri dari ; a. bank umum, b. bank perkreditan rakyat,

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perbankan : “Bank umum dapat
mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau

16

Mengkhususkan dirinya untuk melaksanakan kegiatan
tertentu adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan
jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi,
pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil,
pengembangan ekspor nonmigas dan pengembangan
pembangunan perumahan. Sedangkan yang dimaksud dengan

prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum
Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan

atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang

dinyatakan sesuai dengan syariah’.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat dalam Pasal 1 ayat (4)
Undang-Undang Perbankan didefinisikan sebagai bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau
berdasarkan Prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan definisi di atas, perbedaan Bank Umum
dan Bank Perkreditan Rakyat terletak pada pembenan jasa

dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan Pasal 14 huruf a

memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu ataau
memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu.

}  Penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Perbankan.

17
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Undang-Undang Perbankan. Bank Perkreditan Rakyat tida)

diperkenankan untuk memberikan jasa dalam lalu linta

c. Bank Tabungan (Saving Bank), yaitu bank baik milik

negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan

pembayaran. Hal ini agar Bank Perkreditan Rakyat lebik dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk

memfokuskan diri pada pelayanan usaha-usaha kecil dap tabungan sedangkan usaha yang utama adalah

masyarakat di pedesaan* misalnya pasar, petani dan lain-lain, memperbungakan usahanya dananya dalam kertas

Sedangkan secara teoritis bank dapat ditentukan dar berharga.

segi fungsinya, segi kepemilikannya, dan segi penciptaan uang d. Bank Pembangunan (Development Bank), yaitu bank baik
giral. Dari segi fungsinyaterdiri dari empat jenis bank, yaitu: milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam
a. Bank Sentral (Central Bank), adalah bank yang dapat pengumpulan  dananya terutama menerima  simpanan
dalam deposito dan atau kertas berharga jangka menengah
dan panjang. Sedangkan usahanya terutama memberikan
kredit jangka menengah dan panjang di Dbidang
pembangunan.

bertindak sebagai bankers bank pimpinan, penguasa
moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank
yang ada
b. Bank Umum (Commercial Bank), yaitu bank baik milik
negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan . L.
. 3 ) Dari segi kepemilikannya, bank terdiri dari empat jenis,
dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, _
aitu:
deposito serta tabungan dan dalam usahanyaterutama Y
memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan sebagai

bankumum karena bank tersebut mendapat keuntungannya

a. Bank milik negara;
b. Bank milik pemerintah daerah;
Bank milik swasta baik dalam negeri maupun asing;

melalui selisihbunga dari peminjam dengan yang d. Bank koperasi

dibayarkan oleh bank kepada depositor (Spread).

Dari penciptaan uang giral, bank dibedakan atas dua

jenis, yaitu:

*  Lihat Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Perbankan.
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kemungkinan akan terjadi rush terhadap dan, "

disimpannya.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan g
hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dan adal-;
hubungan pinjam meminjam antara debitor (bank) g,
kreditor (nasabah peyimpan dana) yang dilandasi oleh g,
kepercayaan®. Hubungan bank dengan nasabah penyimy,
dana berarti bukan sekedar hubungan kontraktual biag
antara debitor dan kreditor, tetapi juga hubungm
kepercayan yang diliputi asas kepercayaan. Secy
eksplisit undang-undang juga mengakui bahwa hubungy
antar bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubung;

kepercayaan.

3. Asas Kerahasiaan (Confidential Principle)

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuska
atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang
berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabab
bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib)

dirahasiakan.Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan

' Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang
Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia.
Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1993 him 167.
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bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan

masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.
Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada
bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin
bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank
tentang simpanannya. Dengan demikian, bank harus
memegang teguh rahasia bank.Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan merahasiakan keadaan
keuangan nasabah penyimpan dan nasabah debitor.Kedua
nasabah ini dilindungi oleh rahasia bank.Sedangkan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan (Perbaikan terhadap Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992) membatasi rahasia bank hanya tentang
keadaan keuangan nasabah penyimpan saja.Pasal 40
undang-undang perbankan menyatakan bahwa bank wajib
merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan
simpanannya’. Ketentuan rahasia ini dapat dikecualikan
dalam hal tertentu, misalnya untuk kepentingan perpajakan
(Pasal 41), penyelesaian piutang bank (pasal 41A),

peradilan pidana (Pasal 42), perkara perdata antar bank,

9

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan : “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah
penyimpan dan simpananya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A.
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bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih
BAB 5

dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank

PENDIRIAN, BENTUK HUKUM, DAN BENTYy Perkreditan Rakyatdari Menteri, kecuali apabila kegiatan
USAHA BANK menghimpun dana dari masyarakatdimaksud diatur dengan

Undang-undang tersendiri, dan izin usaha BankUmum dan

- Bank Perkreditan Rakyat diberikan oleh Menteri setelah
mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Akan tetapi setelah
ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang pai  Tentang Perbankan, maka sesuai dengan Pasall6 ayat (1) izin

_penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarai ysaha tersebut sekarang dikeluarkan oleh Pimpinan Bank

Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebag  Indonesia.

salah satu b ' -
entuk lembaga keuangan yang bertuju Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan

Bank Umumdan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus
memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan, yaitu menyangkut:

jmemberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adap
pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri, atz
(dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga atz

dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran berup
uang giral.

Sebagaimana ketentuan Pasal 16 Undang-Undan . Susunan organisasi dan kepengurusan;
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengataka:
bahwa Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpur

Permodalan;
Kepemilikan;

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa gir Keahlian di bidang Perbankan;

w A~ W N

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ata! Kelayakan rencana kenja.
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perkreditan Rakyat (BPR) atau mungkin juga bisa sam,
Bentuk hukum bank diatur pada Bab IV Bagian Kedua Pag,
21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbank,
Bentuk hukum suatu Bank Umum sesuai dengan ketenty,
pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun ]g;
tentang Perbankan semula berbentuksebagai  Perusahy,
Perseroan (Persero), Perusahaan Daerah, Koperasi, dy
Perseroan Terbatas (PT). Namun bentuk hukum terseby
diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 195
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahu
1992 Tentang Perbankan hanya dapat berbentuk sebagai:

a. Perseroan Terbatas;

b. Koperasi;

c. Perusahaan Daerah.

Sedangkan mengenai bentuk hukum Bank Umum yan
merupakan kantor perwakilan atau kantor cabang dari badl
yang berkedudukan di luarmegeri, bentuk hukumnya mengikut
bentuk hukum kantor pusatnya. Bentuk hukum dari Banl
Perkreditan Rakyat (BPR) diatur dalam Pasal2l ayat (J
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbanks
tidsk mengambil perubahan, yakni bentuk hukum Ba
Perkreditan Rakyat (BPR) dapat berupa

32

Perusahaan Dacrah;

a.
b. Koperasi;

c. Perseroan Terbatas (PT);

d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun bentuk hukum lain yang akan diatur Peraturan
Pemerintahuntuk sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
dimaksudkan untuk member wadah bagi penyelenggaraan
lembaga perbankan yang lebih kecil dari Bank Perkreditan
Rakyat (BPR), seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Badan
Kredit Desa, dan Lembaga-Lembaga lainnya.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perbankan bentuk
usaha Bank Umum meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat
deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu;

b. Memberikan kredit;

Menerbitkan surat pengakuan hutang;

d. Membeli, menjual atau menjamin atas nsiko sendin
maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi

oleh bank yangmasa berlakunya tidak lebih lama
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BAB 6

TINGKAT KESEHATAN BANK

Perbankan merupakan industri yang sangat penting
dalam perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan fungsi
bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana
dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk
kredit kepada pengusaha, perusahaan, ataupun perorangan guna
membangun perekonomian bangsa. Oleh karena itu
pengukuran tingkat kesehatan bank sangat penting guna
menjaga stabilitas perckonomian negara serta melindungi

pihak-pihak yang menggunakan jasa Perbankan.

Ketentuan tentang tingkat kesehatan bank dimaksudkan
dapat dipergunakan sebagai! :
1. Tolok ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah

pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas

—

1

Zulkarnaen Sitompul, Op-Cit, Him. 100.
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perbankan  yang schat dan sesuai dengan ketenty,

ketentuan vang berlaku,

to

Tolok ukur untuk menctapkan arah pembinaan g,
pengembangan  bank, baik secara individual mayp,

industri perbankan secara keseluruhan.

Perkembangan industri perbankan, terutama produk d;,
jasa yang semakin kompleks dan beragam dapat meningkatka,
cksposur nisiko danprofil risiko Bank.Sejalan dengan iy
pendekatan penilaian secara internasional juga mengarah pad;
pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Peningkatay
eksposur risiko dan profil risiko serta penerapan pendekatan
Pengawasan berdasarkan risiko tersebut selanjutnya akan
mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank.?

Penilaian tingkat keschatan bank mengalami beberapa
kali pergantian, sampai yang terakhir diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia Nomor: 13/ 1 /PBI /2011 Tentang Penilaian
Tingkat Kesechatan Bank Umum. Hal ini sesuai dengan
perkembangan usaha Bank yang senantiasa bersifat dinamis
dan berpengaruh pada tingkat risiko yang dihadapi, maka

metodologi  penilaian Tingkat Kesehatan Bank perlu

2 Pcnj_'cl_asan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ | /PBI/2011 Tentang
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

disempurnakan agar dapat lebth mencerminkan kondisi Bank

<aat ini dan di waktu yang akan datang.

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor:
13/ 1 /PBI /2011, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor
6/10/PB1'2004 tentang Sistemn Penilaian Tingkat Keschatan
Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak
tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian Tingkat
Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 201, penilaian
Tingkat Kesehatan Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia i
secara efektif dilaksanakan sejak tanggal | Januan 2012 yaitu
untuk penilaian Tingkat Keschatan Bank posisi akhir bulan
Desember 2011.

Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar penilaian
Tingkat Kesehatan Bank dapat lebih efektif digunakan sebagai
alat untuk mengevaluasi kinerja Bank termasuk dalam
penerapan manajemen risiko dengan fokus pada nsiko yvang
signifikan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yvang berlaku
serta penerapan prinsip kehati-hatian. Penyesuaian tersebut
dilakukan dengan menyempurmakan penilaian Tingkat
Kesehatan Bank menggunakan pendekatan berdasarkan nsiko

dan menyesuaikan faktor-faktor penilaian Tingkat Kesehatan
Bank.
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BAB 7
PENILAIAN KESEHATAN BANK

—_—

Keberadaan bank-bank akan menjadi semakin penti,
artinya dalam rangka menghadapi arus globalisasi teruta,
dalam mengantisipasi berlakunya General Agreement on Try
and Services (GATS) khususnya di bidang perbankan sep
kesepakatan mengenai diberlakukannya pasar bebas {
kawasan ASEAN dan Asia Pasifik serta dunia pada waky
waktu mendatang. Dengan adanya arus globalisasi tersebut ki:
tidak dapat menghalangi masuknya tenaga kerja asing ataupu
pertumbuhan bank-bank asing ke Indonesia yang lebi
profesional baik dari sisi sumber daya manusia, permodala
sistem dan prosedur serta teknologi. Hal ini mengisyaratks
bahwa perbankan nasional membutuhkan suatu indust
perbankan yang tangguh.

Untuk mencapai industri perbankan yang tangguh, bas

secara individual disamping harus meningkatkan kualit#
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sumber daya manusianya, terutama harus menjalankan prinsip
kehati-hatian (prudential banking principal) sebagaimana
ditetapkan Undang-undang Tentang Bank Indonesia.' Prinsip
kehati-hatian bank merupakan prinsip yang harus diterapkan
bank dalam menjalankan kegiatan usahanya mengingat usaha
pokok bank adalah menghimpun dana masyarakat yang
kelebihan dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit
kepada masyarakat yang kekurangan dana.’

Usaha pokok perbankan dalam menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat, dapat berjalan semata-mata hanya karena
kesediaan masyarakat menyimpan dananya di bank. Kesediaan
masyarakat juga semata-mata karena dilandasi kepercayaan
masyarakat terhadap bank, bahwa dana yang disimpannya
dapat kembali pada saat dibutuhkan ditambah bunga sebagai
penghasilannya. Hilangnya kepercayaan masyarakat dapat
mengakibatkan tidak berfungsinya bank sebagai penyalur dana
ke masyarakat. Masalah ini menjadi lebih serius lagi mengingat

! Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dalam

penjelasan pasal 25 ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-
hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan
kegiatan.Usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang
sehat, didukung dengan sanksi-sanksi yang adil.

M Saleh.Tentang Aspek Hukum Kesehatan Bank, Penelitian Hukum
BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM, Tahun 2001, Hlm. 6
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BAB 8

PERATURAN LARANGAN MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

—_—

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tenta,
Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, 3
dua pasal yang mengatur tentang merger, yaitu Pasal 28 gz
Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. Dimana ketentuan mengen
merger ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
Berikut kutipan dari kedua pasal tersebut :

Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan :

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan at

peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkn

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usa

yang tidak sehat;

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saha?
saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapd
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 2%

72

persaingan usaha yang tidak schat;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atay
peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana yang
dimaksud ayat (1) dan  ketentuan mengena

pengambilalihan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Pasal 29 UU No.

5 tahun 1999
menyatakan:

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau
pengambilalihan saham sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai
melebihi  jumlah

diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30

penjualannya tertentu,  wajib
(tigapuluh hari) sejak tanggal penggabungan, peleburan.
dan pengambilalihan tersebut.

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai asset dan atau nilai
penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat sati diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, setiap badan

usaha wajib melapor ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

-3
toe
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BAB 9

SANKSI HUKUM ATAS PELANGGARAN
TINGKAT KESEHATAN BANK

A. Sanksi Hukum Berdasarkan Ketentuan Hukum
Pidana

Bank sebagai suatu lembaga kepercayaan artinya
cksistensi suatu bank sangat tergantung kepada kepercayaan
masyarakat terhadap bank itu. Makin tinggi kepercayaan
masyarakat, makin tinggi kesadaran masyarakat untuk
menyimpan uangnya pada bank itu dan untuk menggunakan
jasa-jasa lain dari bank tersebut. Terpeliharanya tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap bank, sangat tergantung
bukan saja kepada keahlian pengelolaannya, yaitu pengurus

dan bank tersebut, tetapi juga tergantung kepada integritas
pengelolaannya.
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Menyadari hal itu, maka Bank Indonesia telah
mengeluarkan ketentuan mengenai kriteria perbuatan tercela
dlam bidang perbankan dan orang-orang yang dilarang
menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank. Ketentuan
rersebut diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No.27/1 IS’KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 yang lebih lanjut

diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/UPPB
tanggal 25 Januari 1995.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut
merupakan pelaksanaan dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.
70 Tahun 1992. Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun
1992 itu menentukan bahwa sebagai salah satu syarat untuk
dapat menjadi anggota direksi dan dewan komisaris bank
umum harus tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang
perbankan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak
pidana dibidang perbankan dan perekonomian dan harus
memiliki akhlak dan moral yang baik.

Dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia tersebut, sebagai pelaksanaan dan Pasal 7 Peraturan
Pemerintah No, 70 Tahun 1992 itu, diharapkan untuk

selanjutnya bank sebagai lembaga kepercayaan dan bagian dan
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sistem keuangan hanya dikelola olch orang-orang yang byg,,

saja profesional, tetapi juga mempunyai integritas yang tingp;

Perbuatan-perbuatan tercela yang dimaksud oleh Syry,
Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut adalah antara |5,
melakukan manipulasi yang dapat merugikan bank, melakukap
transaksi fiktif, melakukan kolusi dengan nasabah atau pihay
lain yang merugikan bank, melakukan praktek bank dalay
bank, atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank,
melakukan window dressing dalam pembukuan atau laporan
bank, yang secara materiil berpengaruh terhadap keadaan
keuangan bank, sehingga mengakibatkan penilaian yang keliry
terhadap bank.

Disamping itu juga, oleh Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia itu dilarang menjadi pemegang saham atau pengurus
bank adalah mereka yang mempunyai kredit macet pada suatu
bank, penjudi atau penipu, orang yang sedang dihukum atau
pernah dihukum karena tindak pidana di bidang perbankan atau
perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan.

Hal-hal tersebut hanyalah merupakan sebagian saja dari
kewajiban-kewajiban, pembatasan-pembatasan dan larangan-
larangan yang harus diperhatikan oleh manajemen bank dalam
mengelola bank tersebut.
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Perbuatan yang tergolong kriminal pada sistem hukum
ity kejahatan yang disengaja  seperti pembunuhan,
peﬁmPOka“' pencurian, penembakan dan kejahatan umum
jjinnya. Namun kadang-kadang negara tidak sependapat
Jengan kategori model kejahatan ini ditinjau dan sifat cedera
yang ditimbulkan seperti dibawah ini :'

“Counterfeiting. This can be viewed as a form of theft

by false pretenses, the pretense being that the payor is

paying with legal tender. If the counterfeiting is
discovered, the victim is whoever ends up holding the
worthless currency  “.(Pemalsuan.Hal ini dapat
dipandang sebagai salah satu bentuk pencurian dimana
akan merugikan setiap orang baik jika pemalsuan

terbongkar atau tidak, kecuali bagi si pemalsu yang
cukup berdalih dengan kesalahan prosedur misalnya).”

Undang-undang Tentang Perbankan® menetapkan
berbagai sanksi pidana berkenan dengan pelanggaran-
pelanggaran atas beberapa kewajiban, pembatasan dan larangan

yang harus dipatuhi oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi
dan Pegawai Bank.

Sanksi-sanksi pidana itu ada yang bersifat spesifik,
dalam arti dijatuhkan kepada anggota Dewan Komisaris,

' Richard A. Posner. Economic Analysis of Law, Fourth Edition, Chapter
7 Criminal Law, Him. 218

L Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang disempurnakan dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
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